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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) adalah organisasi 

antar pemerintah terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-

bangsa (PBB) dengan keanggotaan 57 negara yang tersebar di 

empat benua. OKI diadakan guna untuk melindungi 

kepentingan dunia Muslim dengan semangat 

mempromosikan perdamaian dan harmoni internasional 

diantara berbagai orang di dunia. Organisasi ini didirikan atas 

keputusan Konferensi Tingkat Tinggi yang berlangsung di 

Rabat, Kerajaan Maroko pada Rajab ke-13, 1389 Hijria (25 

September 1969) setelah peristiwa pembakaran Masjid Al-

Aqsa di Yerusalem. 

Pada tahun 1970, pertemuan pertama Konferensi Islam 

Menteri Luar Negeri (ICFM) memutuskan untuk membentuk 

sekretariat permanen di Jedddah yang dipimpin oleh 

Sekretaris Jenderal. Piagam OKI pertama diadopsi oleh ICFM 

ketiga yang diadakan pada tahun 1972. Piagam tersebut 

menetapkan prinsip-prinsip organisasi dan tujuan mendasar 

untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama diantara Negara-

negara anggota. Piagam ini diamandemen untuk 

mengimbangi perkembangan yang telah terurai di seluruh 

dunia (The Organization of Islamic Cooperation). 

Sebagai organisasi terbesar kedua yang berorientasi 

pada agama, ruang lingkup kerja OKI tidak terbatas dalam 

negara-negara anggotanya saja. Salah satu misi  OKI adalah 
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untuk melindungi hak-hak muslim minoritas di negara-

negara non-anggota (Ihsanoglu, 2010). Dilihat dari statistik, 

terdapat 500 juta Muslim yang tersebar di negara non-

Muslim. Muslim minoritas ini merupakan  sepertiga dari 

keseluruhan populasi yang ada didunia. Setelah 

mempertimbangkan jumlah Muslim minoritas yang ada 

didunia dan kompleksitas dimensi sosial dan politik serta 

budaya orang-orang Muslim, OKI membentuk sebuah 

departemen minoritas dan komunitas Muslim. Departemen 

ini berfungsi untuk mengatasi berbagai masalah Muslim 

minoritas dan berperan sebagai instrumen untuk OKI dalam 

menjangkau permasalahan Muslim minoritas yang terdapat 

di negara non-anggota (Waesahmae, 2012). 

Selama pelaksanaannya, OKI berupaya menangani isu 

kelompok Muslim minoritas yang terjadi di negara non-

anggota. Seperti upaya perdamaian di wilayah Mindanao 

yang terjadi antara Pemerintah Filipina dengan Moro 

National Liberated Front (MNLF). Upaya yang dilakukan 

OKI atas isu ini adalah membentuk Komite Perdamaian 

untuk Filipina Selatan. OKI juga terlibat dalam bantuan 

kemanusiaan di Somalia. Selain itu, pada isu Muslim Pattani 

yang terjadi antara Pemerintah Thailand dengan masyarakat 

Muslim di Thailand Selatan, upaya yang dilakukan OKI 

adalah dengan merumuskan resolusi untuk isu tersebut 

(Prodromou, 2014). 
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Thailand adalah anggota Association of South East 

Asian Nations (ASEAN). Sistem pemerintahannya yaitu 

kerajaan yang terdiri dari 77 propinsi dengan jumlah 

penduduk 75 juta jiwa(Sulong & Machali, 2016: 148). 

Thailand terletak di antara benua Australia dan daratan utama 

Tiongkok. Kondisi geografis tersebut membuat posisi 

Thailand relatif strategis dan mudah dijangkau untuk 

kegiatan perdagangan maupun penyebaran agama. Mayoritas 

penduduk Thailand bergama Budha aliran Theravada dimana 

Budha juga merupakan agama resmi negara. Sedangkan 

sebagian kecil lainnya memeluk agama Islam dan Konghucu. 

Islam merupakan agama minoritas yang populasinya kurang 

dari lima persen penduduk Thailand, namun Islam di 

Thailand merupakan minoritas yang berkembang cepat dan 

merupakan minoritas terbesar setelah Konghucu (Kusuma, 

2016: 109). Populasi Muslim di Thailand mayoritas berada 

di wilayah selatan, Thailand bagian Selatan ini terdapat 

empat propinsi yaitu Yala, Natarhiwats, Pattani dan Setun. Di 

empat propinsi ini 80% penduduknya beragama 

Islam(Sulong & Machali, 2016: 148). 

Pada saat ini populasi muslim di seluruh Thailand 

berjumlah kurang lebih 7 juta. Dari jumlah tersebut 44% nya 

adalah Muslim Melayu yang bertempat tinggal di wilayah 

Pattani. Sisanya, 56% adalah multietnis yang tersebar di 

seluruh negeri. Mereka berasal dari etnis Bengal 

(Bangladesh), Cham (Kamboja), China (Tiongkok), India, 
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Indonesia, dan Persia. Kedua komunitas Muslim Thailand ini 

juga memiliki sikap dan pandangan yang berbeda terhadap 

pemerintah Thailand. Kelompok Muslim Melayu yang 

mono-etnis cenderung bersikap non-kooperatif terhadap 

negara, sedangkan kelompok yang multientnis bersikap 

kooperatif dan mengintegrasikan dirinya ke dalam 

masyarakat Thailand. Dalam konfigurasi sosial, Islam di 

Thailand dapat dibedakan dalam tiga kategori; yaitu, 

pertama, Muslim etnis, yaitu Muslim Melayu yang tinggal di 

Pattani dan berbahasa Melayu. Kedua, Muslim yang 

terintegrasi, yaitu Muslim Melayu yang tinggal di Setun, 

Phuket, dan Songkhla serta menggunakan bahasa Thai. 

Ketiga, Muslim multietnis, yaitu Muslim non-Melayu yang 

tinggal di Bangkok dan berbahasa Thai(Sodiqin, 2016: 37). 

Muslim Melayu merupakan etnis pribumi yang 

mendiami Pattani, salah satu propinsi di wilayah perbatasan 

Selatan negara Thailand. Identitas ini terbentuk sebagai 

akibat adanya asimilasi antara Islam di satu sisi dan Melayu 

di sisi yang lain. Bagi masyarakat Pattani, menjadi muslim 

tidaklah cukup, tetapi syarat kesempurnaannya sebagai 

muslim adalah menjadi Melayu. Asimilasi inilah yang 

membentuk identitas sekaligus karakter etnisitas Muslim di 

wilayah Pattani yang membedakannya dengan komunitas 

muslim lainnya di wilayah Thailand.  

Asimilasi religiusitas (ajaran Islam mazhab Syafi’i) 

dengan etnisitas (tradisi Melayu) membentuk ethno-religius-
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nationalism. Budaya bentukan ini menjadi alasan masyarakat 

Muslim Pattani untuk terus mempertahankan diri dari 

serbuan budaya luar, termasuk budaya Siam yang didukung 

sepenuhnya oleh pemerintah Thailand. Karakter asli dari 

Muslim Melayu Pattani tidaklah bersifat radikal, dalam arti 

toleransi terhadap perbedaan adat istiadat maupun tradisi 

lain. Akan tetapi, karakter tersebut dapat berubah mejadi 

militan ketika ada ancaman terhadap eksistensi 

kebudayaannya. Hal inilah yang menjadi landasan 

munculnya resistensi yang berujung pada terjadinya konflik 

antara Muslim Melayu dengan pemerintah Thailand 

(Sodiqin, 2016: 34). 

Konflik menurut Soerjono Soekanto adalah 

pertentangan untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara 

menentang pihak lawan (JUN). Konflik diyakinkan selalu 

hadir dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus menjadi 

karakteristik universal yang dimiliki manusia. Pemicu 

konflik dapat berupa perubahan sosial, pembentukan budaya 

baru, pembentukan organisasi-organisasi dari kelompok-

kelompok yang berkonflik, dan kesenjangan ekonomi. 

Dalam kenyataannya, konflik bersifat berubah-ubah dengan 

kata lain mengalami penigkatan (eskalasi) dan penurunan 

(de-eskalasi) (Miall, Ramsbotham, & Woodhouse, 2000). 

Konflik dapat dibedakan menjadi dua yaitu horizontal dan 

vertikal. Konflik yang aktornya etnisitas dan agama 

tergolong horizontal, dan konflik yang bersinggungan antara 
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negara atau pemerintah dengan kelompok etnis didalamnya 

disebut vertikal (Wardhani, 2016). 

Sebagaimana halnya dengan kondisi kelompok 

minoritas di berbagai negara, wilayah Thailand Selatan yang 

menjadi basis masyarakat Muslim Melayu merupakan daerah 

rawan konflik. Konflik yang terjadi antara pemerintah 

Thailand dengan kaum minoritas yaitu etnis Muslim Melayu 

dipicu oleh upaya pemerintah Thailand untuk melakukan 

asimilasi dan integrasi nasional. Pada tahun 1938, Phibun 

Songkram, seorang Jenderal Militer melakukan kebijakan 

rathniyom (revolusi budaya) yang bertujuan menciptakan 

suatu identitas Thai yang maju dan kebijakan “mensiamkan” 

orang-orang bukan Thai (siamization policy) (Wulandari, 

2018: 48).  

Selain asimilasi dan integrasi nasional, Pemerintah 

Thailand juga melakukan pencopotan semua kekuasaan dan 

semua jabatan dari kaum bangsawan Pattani. Semua 

kekuasaan dan semua jabatan ini dialihkan kepada birokrat 

dari Bangkok atau dari propinsi-propinsi Utara, yang 

memiliki bahasa, agama, dan budaya yang berbeda dengan 

masyarakat Muslim Pattani. Karena itu, yang menjadi 

persoalan bagi minoritas Muslim di Thailand sejak dulu 

adalah bagaimana mereka seharusnya berpartisipasi dalam 

proses politik sebuah negara yang didasarkan atas kosmologi 

Buddhis, birokrasi yang mewakili negara didominasi oleh 

orang Thai-Buddhis. Berbagai upacara dan ritual kenegaraan 
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seluruhnya Buddhis dari segi bentuk dan isinya, dan yang 

paling penting adalah bahwa birokrasi memiliki kekuasaan 

untuk mengubah nilai-nilai dan lembaga-lembaga sosial dan 

budaya, termasuk nilai-nilai keagamaan untuk disesuaikan 

dengan kebutuhan negara (Helmiati, 2014: 234-235). 

Jika dilihat dari perspektif historis , wilayah Pattani di 

Thailand Selatan sebelumnya merupakan kerajaan Melayu 

Islam sebelum diambil alih oleh Kerajaan Siam pada tahun 

1902. Resistensi masyarakat Melayu Muslim terhadap 

pemerintah Thailand sudah dilakukan sejak masa Kerajaan 

Siam. Pada tahun 1947, Haji Sulong Abdul Qadir, tokoh 

terkemuka masyarakat Pattani memperjuangkan upaya 

mendapatkan otonomi bagi wilayah Pattani. Dia meminta 

PBB untuk menjamin upaya pemisahan Pattani dari 

Thailand. Masyarakat Pattani juga sudah menandatangani 

petisi untuk menggabungkan diri dengan federasi Malaysia. 

Kolega Haji Sulong, yaitu Tengku Muhyiddin bahkan sudah 

menemui Sukarno dan Abdul Ghani, tokoh kemerdekaan 

Indonesia, menawarkan Pattani menjadi bagian dari wilayah 

Republik Indonesia (Sodiqin, 2016: 47). 

Konflik ini memunculkan gerakan perlawanan dari 

masyarakat Pattani yang dipahami sebagai salah satu upaya 

mempertahankan identitas nilai keagamaan dan etnisitas 

mereka dengan menuntut diberhentikannya sikap 

diskriminatif kerajaan Thai. Dalam perjuangan dan 

perlawanannya mewujudkan otonominya, masyarakat 
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Pattani membentuk organisasi bernama Gabungan Melayu 

Pattani Raya (GEMPAR), didirikan di negeri Kelantan, 

Malaysia pada 5 Maret 1948, dipimpin oleh Muhammad 

Mahayyidin. Selain organisasi GEMPAR tersebut, pada 

tahun 1980-an muncul juga organisasi pergerakan 

perjuangan yang berorientasi kemerdekaan Pattani seperti 

Pattani United Liberation (PULO), Barisan Nasional 

Pembebasan Pattani (BNPP), dan Barisan Revolusi 

Nasional (BRN). Selain itu juga muncul gerakan Jama’ah 

Dakwah Tabligh, gerakan fundamentalis (dikenal dengan 

gerakan Wahabi atau kaum muda), gerakan pelajar, 

umumnya gerakan-gerakan tersebut membawa simbol 

keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan sebagai asas dan 

tujuan utama (Sulong & Machali, 2016: 152). 

Konflik Pattani mencapai puncaknya pada April 2004, 

ketegangan terjadi hampir di seluruh wilayah Thailand 

Selatan. Adanya organisasi-organisasi tersebut berpengaruh 

besar pada gerakan pemberontakan yang terjadi di Thailand 

Selatan. Serangan-serangan yang dilancarkan kepada 

pemerintah Thailand semakin gencar dilakukan, serangan 

yang terjadi juga semakin terarah dan terkoordinasi. 

Kekerasan yang terjadi di wilayah Thailand Selatan 

kemudian berkembang dan semakin meluas. Para 

pemberontak tidak hanya menyerang aparat negara dan 

sarana pemerintah saja, namun mulai melakukan serangan 

dan pengeboman di kawasan publik dan mengakibatkan 
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jatuhnya korban dari masyarakat sipil (Pramudita, Fasisaka, 

& Resen, 2015: 2). Setelah berhasil melakukan penyerangan, 

puluhan militan mundur ke Mesjid Krue-Se yang dianggap 

oleh penduduk Muslim sebagai Mesjid tersuci di Pattani. 

Pergerakan ini dianggap sebagai titik kelemahan militan 

Muslim sehingga militer Thailand diberikan kewenangan 

untuk melakukan tindakan fisik dan penggunaan senjata 

tajam untuk menangkap kelompok saparatis yang berkumpul 

di Mesjid Krue-Se. Kewenangan itu diberikan langsung oleh 

Wakil Perdana Menteri Thailand Chavalit Yongchaiyudh. 

Jenderal Paloop Pinmanee yang saat itu bertugas sebagai 

komandan memerintahkan untuk menyerang Mesjid berikut 

militan yang bersembunyi di dalamnya. Penyerangan 

terhadap rumah ibadah ini mendapat kecaman dari 

masyarakat dan juga menigkatkan intensitas konflik. 

Pada Oktober 2004, 1.500 demostran berkumpul di 

kantor polisi Tak Bai Narathiwat. Aksi demonstrasi yang 

dilakukan ini bertujuan untuk menunjukan aksi protes 

mereka terhadap kebijakan darurat militer yang diberlakukan 

oleh Pemerintah Thailand di Thailand Selatan, dan juga 

menuntut pembebasan enam orang anggota mereka yang 

terlibat pemberontakan Krue-Se. Setelah berlangsung 

beberapa jam, aksi demonstrasi ini menjadi tidak terkendali. 

Karena situasi yang semakin kacau, militer Thailand mulai 

memberikan tembakan peringatan ke udara, dan kemudian 

melakukan tembakan langsung ke arah demonstran dengan 
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menggunakan peluru tajam. Insiden penembakan memakan 

tujuh korban jiwa, sementara 1300 demostran lain yang 

ditangkap dipaksa ditumpuk dalam truk kepolisian menuju 

Inkayut Army Camp, 78 demostran tewas sesak nafas dan 

cedera serius (Wulandari, 2018: 51). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan 

sebelumnya, maka dapat ditarik pokok permasalahan sebagai 

berikut: 

“Bagaimana upaya Organisasi Kerjasama Islam 

Menangani Isu Muslim Pattani di Thailand Selatan?” 

C. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sebuah 

konsep untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji 

sekaligus dijadikan acuan sebagai landasan berfikir. Dalam 

hal ini penulis menggunakan konsep Organisasi 

Internasional. 

D. Organisasi Internasional 

Negara mempertahankan posisinya sebagai unit 

politik utama hubungan internasional. Meskipun 

dinamisme dan turbulensi urusan dunia kontemporer dan 

munculnya aktor-aktor non-negara yang berkembang, 

hubungan transnasional, dan saling ketergantungan yang 

kompleks, negara enggan mengorbankan kedaulatan 
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kepada entitas supernasional. Harus diingat, 

bagaimanapun, bahwa negara seperti yang kita kenal 

sekarang tidak selalu menjadi dasar urusan politik. Pada 

kenyataannya, hanya dalam 350 tahun terakhir negara 

mengambil peran dominannya dan hanya dalam dekade 

terakhir negarasebagai bentuk organisasi untuk penataan 

kehidupan politik manusia yang otoritatif menyebar 

secara global. Sementara itu, organisasi internasional 

mulai muncul hanya dalam 150 tahun terakhir dan 

sebelum tahun 1940-an dan 1950-an, yang jumlahnya 

mencapai puluhan terendah. Namun, setelah pertengahan 

abad ke-20, ratusan organisasi semacam itu telah 

dibentuk (Bennett & Oliver, 2002: 2). 

Organisasi Internasional secara sederhana 

didefinisikan sebagai: “Any cooperative arrangement 

instituted among states, usually by a basic agreement, to 

perform some mutually advantageous functions 

implemented trough periodic meetings and staff 

activities.” (Sebuah pengaturan bentuk kerjasama 

internasional yang melembaga antara negara-negara, 

umumnya berlandaskan pada sesuatu persetujuan dasar, 

untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi 

manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui 

pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf yang 

dilakukan secara berkala). 
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Menurut pengertian diatas, organisasi 

inernasional memiliki tiga unsur, yakni: 

a) Keterlibatan Negara dalam pola kerjasama; 

b) Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala; 

c) Adanya staf yang bekerja sebagai “pegawai sipil 

internasional” (international civil servant). 

Dalam bentuk pola kerjasama Organisasi 

Internasional mengalami perkembangan yang pesat, 

dimana organisasi internasional telah menonjolkan 

perannya yang bukan melibatkan Negara beserta 

pemerintahnya saja. Negara tetap merupakan aktor 

dominan di dalam berbagai bentuk kerjasama 

internasional, namun perlu diakui eksistensi organisasi-

organisasi internasional non-pemerintah yang bertambah 

jumlahnya. Dengan demikian organisasi internasional 

didefinisikan secara lengkap, yakni: “pola kerjasama yang 

melintasi batas-batas Negara, dengan didasari berbagai 

struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta 

diharapkan maupun diproyeksikan untuk berlangsung 

serta melaksanakan berbagai fungsinya secara 

berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan 

tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta 

disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan 

pemerintah maupun antara sesama kelompok non-

pemerintah pada negara yang berbeda” (Rudy, 2009, 2-3). 
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Organisasi Internasional makin bertumbuh 

karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat 

antar-bangsa guna adanya suatu wadah serta alat untuk 

melaksanakan kerjasama internasional. Dalam 

menjalankan aksinya, Organisasi Internasional memiliki 

perandanfungsinya. Adapun peran dari Organisasi 

Internasional yakni sebagai berikut: 

1) Wadah atau forum untuk menggalang sebuah 

kerjasama serta mencegah atau mengurangi adanya 

intensitas konflik. 

2) Sebagai sebuah sarana dalam melakukan perundingan 

dan menghasilkan keputusan bersama yang saling 

menguntungkan. 

3) Lembaga yang mandiri dalam melaksanakan setiap 

kegiatan yang diperlukan (antara lain: kegiatan sosial 

kemanusiaan, bantuan guna pelestarian lingkungan 

hidup, pemugaran monumen bersejarah, dan lain-

lain). 

Sedangkan fungsi dari Organisasi Internasional yakni: 

1) Tempat berhimpunnya Negara-negara anggota bila 

Organisasi Internasional itu IGO (antara-

negara/pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat 

maupun lembaga swadaya masyarakat bila Organisasi 

Internasional itu INGO (non-pemerintah). 

2) Untuk menyusun dan merumuskan agenda bersama 

(yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan 
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memprakasai berlangsungnya perundingan untuk 

menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional. 

3) Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan 

mengenai aturan/norma maupun rejim-rejim 

internasional. 

4) Penyediaan saluran untuk berkomunikasi diantara 

sesama anggota dan merintis akses komunikasi 

bersama dengan non anggota (dapat berupa Negara 

lain yang bukan anggota maupun dengan Organisasi 

Internasional lainnya). 

5) Penyebarluasan informasi yang dapat dimanfaatkan 

oleh sesama anggota (Rudy, 2009: 27-28). 

Kemudian Umar Bakry telah 

mengklasifikasikan Organisasi Internasional menjadi 

Intergovernment Organization (IGO) dan Non-

Government Organization (NGO). Intergoverment 

Organization (IGO) merupakan organisasi yang dibentuk 

oleh dua atau lebih negara-negara yang berdaulat, yang 

mana mereka kemudian melakukan pertemuan secara 

regular dan memiliki staf yang fulltime, dan umumnya 

memiliki keanggotaan yang bersifat sukarela (Bakry, 

1999). Adapun karakteristik umum antara IGO dan INGO 

yaitu: (1) organisasi permanen untuk menjalankan 

serangkaian fungsi yang berkelanjutan; (2) keanggotaan 

sukarela dari pihak yang memenuhi syarat; (3) instrumen 

dasar yang menyatakan tujuan, struktur, dan metode 

operasi; (4) organ konferensi konsultatif yang mewakili 
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secara luas; dan (5) sekretariat permanen untuk 

menjalankan fungsi administrasi, penelitian, dan 

informasi yang berkelanjutan. IGO, selain itu dibentuk 

oleh perjanjian dan biasanya, untuk menjaga kedaulatan 

negara, beroperasi pada tingkat persetujuan, rekomendasi, 

dan kerja sama  dari pada melalui paksaan atau penegakan 

(Bennett & Oliver, 2002: 2). Tujuan utama IGO adalah 

menciptakan mekanisme bagi penduduk dunia untuk 

bekerja lebih berhasil bersama di bidang perdamaian dan 

keamanan, dan juga untuk menangani masalah ekonomi 

dan sosial. Di era globalisasi ini, IGO telah memainkan 

peran yang sangat signifikan dalam sistem politik 

internasional dan pemerintah global. Sedangkan Non-

Government Organization (NGO) merupakan Organisasi 

non-pemerintah, definisi ini mengacu pada Yearbook of 

International Organizations yang mana menyatakan 

bahwa NGO merupakan organisasi yang terstruktur dan 

beroperasi secara internasional serta tidak memiliki 

hubungan ataupun memiliki hubungan secara resmi 

dengan pemerintah di suatu Negara (Hariani, 2017: 

4).Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis upaya 

dari OKI sebagai sebuah IGO dengan menggunakan 

beberapa poin dari peran yaitu poin pertama dan kedua 

dengan poin keempat dari fungsi Organisasi Internasional 

yang telah dijelaskan sebelumnya. 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan 

kerangka teori diatas dapat ditarik hipotesa sebagai jawaban 

sementara dari penelitian ini. Upaya OKI menangani isu 

Muslim Pattani di Thailand Selatan adalah dengan 

memberikan solusi untuk konflik antara Pemerintah Thailand  

dan Kelompok Pattani melalui peran sebagai fasilitator untuk 

memfasilitasi segala proses negosiasi antara Pemerintah 

Thailand dengan Kelompok Pattani untuk menghasilkan 

keputusan bersama yang saling menguntungkan. 

F. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian yang berjudul “Upaya Organisasi 

Kerjasama Islam Menangani Isu Muslim Pattani di 

Thailand Selatan” terdapat beberapa tujuan yang hendak 

dicapai oleh penulis yakni sebagai berikut: 

1. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengaplikasikan teori-

teori yang telah didapat oleh penulis selama mengikuti 

kegiatan perkuliahan yang ada sebagai salah satu bentuk 

pendalaman ilmu. 

2. Menjelaskan lebih dalam mengenai upaya OKI dalam 

menangani Muslim Pattani di Thailand Selatan. 

3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan 

Internasional. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 

jenis penelitian deskriptif dengan tujuan eksplorasi. 

Dimulai dengan menggambarkan, mencatat, 

menganalisis dan menjabarkan upaya Organisasi 

Kerjasama Islam menangani isu Muslim Pattani di 

Thailand Selatan, berdasarkan data yang diperoleh dan 

mengaitkan dengan konsep yang digunakan. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu telaah 

pustaka (library research). Penulis akan 

mengumpulkan data teoritis yang bersumber dari 

literatur berupa buku, makalah, koran, artikel, jurnal, 

dokumen, serta situs-situs resmi yang mengkaji Konflik 

Pattani ataupun sumber yang terkait dengan penelitian. 

3. Jenis Data 

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah 

dijelaskan penulis diatas, maka penulis akan 

menggunakan jenis data sekunder. Penulis memperoleh 

data tersebut melalui sumber-sumber yang telah 

disebutkan sebelumnya. Data ini kemudian akan penulis 

gunakan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan yaitu teknik analisa 

data kualitatif. Penulis akan menganalisis dan 



18 

 

 

 
 

 

menjelaskan permasalahan berdasarkan data yang 

diperoleh dan mengaitkannya dengan teori yang 

digunakan. 

H. Jangkauan Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis 

hanya membahas keterlibatan OKI dengan isu Muslim 

Pattani di Thailand Selatan sejak tahun 2005 hingga 2015. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, 

tahun 2005 menjadi awal bagi upaya OKI dalam menangani 

isu Muslim Pattani di Thailand Selatan dan pada tahun 2015 

OKI mengeluarkan resolusi pada pertemuan negara-negara 

anggota di Kuwait terkait dengan isu Muslim Pattani di 

Thailand Selatan. 

I. Sistematika Penulisan 

Bab I dalam penelitian ini disebut sebagai 

pendahuluan dan membahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II membahas dinamika Organisasi Kerjasama 

Islam (OKI). Bab ini menjelaskan tentang  tujuan dan fungsi 

OKI sebagai organisasi internasional sejak organisasi 

dibentuk hingga sekarang. 
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Bab III membahas tentang sejarah Muslim Pattani dan 

dinamika Konflik Pattani di Thailand Selatan. Bab ini 

menjelaskan tentang sejarah konflik dan perjalanan 

perjuangan Muslim Melayu untuk mendapatkan haknya 

sebagai warga negara dan bagaimana gerakan saparatis itu 

tumbuh. 

Bab IV pada bab ini penulis membahas tentang upaya 

OKI menangani isu Muslim Pattani di Thailand Selatan 

adalah dengan memberikan solusi untuk konflik antara 

Pemerintah Thailand  dan Kelompok Pattani melalui peran 

sebagai fasilitator untuk memfasilitasi segala proses 

negosiasi antara Pemerintah Thailand dengan Kelompok 

Pattani untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling 

menguntungkan. 

Bab V dalam bab ini berisi tentang penutup serta 

kesimpulan dari keseluruhan penjelasan yang telah 

dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. 


